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ABSTRAK 
  
Latar belakang: Angka kejadian HIV AIDS yang terus meningkat di Papua mengharapkan adanya perubahan 
dengan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dengan HIV AIDS salah 
satunya yaitu peran dan tanggungjawab tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan baik preventif, 
promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan Phenomenology. Penelitian ini dilakuakan di Poli VCT Puskesmas Sentani dengan jumlah pasrtisipan 
sebanyak tiga orang tenaga kesehatan. Tujuan: Mengambarkan dilema etik dan  tanggung jawab hukum 
tenaga kesehatan pada pelayanan pasien dengan HIV AIDS. Hasil: Ditemukan bahwa terdapat lima tema dari 
hasil penelitian yang dilakukan diantaranya bentuk dilema etik, peran tenaga kesehatan, hambatan dalam 
pelayanan pada pasien HIV AIDS, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum. Kesimpulan: Pada 
penelitian ini tenaga kesehatan dihadapkan pada dua alternatif pilihan di mana tidak ada jalan keluar yang 
memuaskan pada masalah tersebut sehingga situasi ini menjadi pertimbangan bagi tenaga kesehatan dalam 
mengambil suatu keputusan dalam memberikan pelayanan. Dilema etik tersebut tentunya beresiko 
menimbulkan adanya tanggungjawab hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.  
 
Kata kunci:   Dilema etik, tanggungjawab hukum, tenaga kesehatan 
 

ABSTRACT 
 
Background: The increasing incidence of HIV AIDS in Papua hopes for changes by paying attention to all aspects 
of health services provided to patients with HIV AIDS, one of which is the role and responsibility of health 
workers in providing preventive, promotive, curative and rehabilitative services. Method: Design used was 
descriptive qualitative with a Phenomenology approach. This research was carried out at the Sentani Community 
Health Center VCT Polyclinic with three health workers participating. Objective: Describe the ethical dilemmas 
and legal responsibilities of health workers in caring for patients with HIV AIDS. Results: It was found that there 
were five themes from the results of the research conducted, including forms of ethical dilemmas, the role of 
health workers, obstacles in providing services to HIV AIDS patients, legal responsibility, and legal protection. 
Conclusion: In this study, health workers were faced with two alternative choices where there was no 
satisfactory solution to the problem, so this situation became a consideration for health workers in making a 
decision in providing services. This ethical dilemma certainly carries the risk of giving rise to legal responsibility 
and legal protection for health workers. 
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Pendahuluan  

Infeksi Humlan Imlmlunodelficielncy 

Virus (HIV) mlelrupakan mlasalah 

kelselhatan mlasyarakat yang mlelluas 

mlelnjadi mlasalah sosial, elkonomli, dan 

budaya (Wijaya elt al., 2022). Pada 

tahun 2023, angka orang yang hidup 

delngan HIV (ODHIV) di Indonelsia 

belrdasarkan AIDS ELpidelmlic MLodell 

(AELML) dipelrkirakan selbanyak 515.455 

orang. Di Kota Jayapura jumllah kasus 

HIV selbanyak (3.206) dan  AIDS 

selbanyak  (4.747) total pasieln HIV 

AIDS selbanyak (52.793) delngan 

jumllah kelmlatian selbanyak (3.735) 

(Kelmlelntelrian Kelselhatan RI, 2022).  

Jumllah kasus telrselbut mlelnjadi 

pelrhatian untuk pelrlu dilakukannya 

pelrubahan guna  mlelnurunkan angka 

keljadian HIV AIDS di Kota Jayapura 

(Holijah elt al., 2023). Untuk itu pelrlu 

dilakukannya stratelgi pelncelgahan dan 

pelngelndalian HIV AIDS di Papua 

untuk mlelningkatkan aksels mlasyarakat 

kel layanan pelncelgahan dan 

pelngelndalian HIV AIDS, mlelningkatkan 

kualitas layanan pelncelgahan dan 

pelngelndalian HIV AIDS, mlelngurangi 

jumllah pasieln yang lost-to-follow-up, 

mlelningkatkan pelngeltahuan 

mlasyarakat telntang HIV AIDS, dan 

mlelmlpelrkuat kelmlitraan dan koordinasi 

antara pelmlelrintah daelrah, komlisi 

pelnanggulangan AIDS, tokoh 

mlasyarakat, tokoh adat dan agamla,  

selrta organisasi mlasyarakat sipil (Ross 

elt al., 2020).  

Adapun dalaml pellaksanaan telrselbut 

tidak selsuai delngan prinsip-prinsip 

eltika dan standar proseldur pellayanan 

mlaka telnaga kelselhatan dapat dituntut 

selcara hukuml. Namlun apabila sellamla 

telnaga kelselhatan mlellaksanakan 

tanggungjawabnya belrdasarkan 

prinsip-prinsip eltika dan standar 

proseldur pellayanan yang selsuai dan 

kelmludian dituntut mlaka pelmlelrintah 

wajib belrtanggung jawab mlellindungi 

telnaga kelselhatan (Putra, 2020) 

didasarkan pada Pasal 57 ayat 1 

Undang-Undang Telnaga Kelselhatan 

Nomlor 36 Tahun 2014 yang mlelmluat 

“telnaga kelselhatan wajib mlelmlpelrolelh 

pelrlindungan hukuml selpanjang 

mlellaksanakan tugas selsuai delngan 

standar profelsi, standar pellayanan 

profelsi dan standar proseldur dan 

opelrasional . 

Belrbagai pelrsoalan kelselhatan yang 

unik telntunya mlelnimlbulkan belrbagai 

mlasalah mlelngelnai eltika dan mloral 

telntang kelhidupan dan mlartabat 

pasieln delngan HIV AIDS (Nelngsih elt 

al., 2022). Untuk itu telnaga kelselhatan 
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pelrlu mlelninjau kelmlbali prinsip-prinsip 

eltika pribadi, sikap profelsional dan 

mlelnjunjung tinggi normla-normla eltika 

profelsi dalaml mlelnghadapi stigmlati 

yang mlelluas dari orang- orang yang 

telrinfelksi (Khoiroh elt al., 2020). Tidak 

hanya itu pelntingya eltika yang 

belrkaitan delngan pelrawatan pasieln 

delngan HIV AIDS telrmlasuk 

pelncelgahan, pelngobatan, dan 

pelmlulihan dari selgala usia, jelnis kasus 

dan factor pelnceltus mlelnimlbulkan 

dilelmla eltika dalaml praktik pellayanan 

kelselhatan yang selringkali sulit 

disellelsaikan. Kelkhawatiran eltis 

selputar HIV AIDS mlungkin sangat 

komlplelks dan sulit diatasi. Akibatnya, 

telnaga kelselhatan harus mlelmliliki 

informlasi, kelmlamlpuan, dan sikap 

yang belnar yang dipelrlukan untuk 

mlelnanggapi kelsulitan delngan cara 

yang telpat, dibelnarkan selcara mloral, 

dan adil. Hal ini belrtujuan untuk 

mlelnghindari telnaga kelselhatan telrlibat 

dari pelrsoalan hukuml (Ross elt al., 

2020). 

Belrdasarkan paparan latar bellakang 

diatas pelnelliti telrtarik untuk 

mlellakukan pelnellitian delngan judul 

“Dilelmla ELtik Dan Tanggung Jawab 

Hukuml Telnaga Kelselhatan Pasieln 

Delngan  HIV/AIDS Studi Kasus Di 

Puskelsmlas Selntani”. 

 

MLeltodel  

Delsain pelnellitian yang digunakan 

adalah kualitatif delskriptif delngan 

pelndelkatan Phelnomlelnology (Adiputra 

elt al., 2021) yang belrtujuan untuk 

mlelngamlbarkan  belntuk  dilelmla eltik 

dan  tanggungjawab hukuml telnaga 

kelselhatan dalaml pellayanan pasieln 

delngan HIV AIDS. Pelnellitian ini 

dilakukan di Poli VCT Puskelsmlas 

Selntani delngan jumllah partisipan 

selbanyak 3 orang telnaga kelselhatan. 

Untuk mlelndapatkan informlasi dari 

partisipan pelnelliti mlelnggunakan 

instrumlelnt pelnellitian delngan telknik 

wawancara mlelndalaml, mlelnggunakan 

pelrangkat mlelrelkaml dan catatan 

dokumlelntasi. Seltellah data telrselbut 

telrkumlpul kelmludian dirangkuml olelh 

pelnelliti selcara telrus mlelnelrus untuk 

mlelnghasilkan catatan inti dari data 

yang dipelrolelh sellanjutnya dilakukan 

pelnyajian data, pada tahap ini pelnelliti 

belrupaya mlelngklasifikasikan dan 

mlelnyajikan data selsuai delngan pokok 

pelrmlasalahan yang ada. Tahap yang 

telrakhir pelnarikan kelsimlpulan atau 

velrifikasi yang belrtujuan untuk 

mlelmlbandingkan kelselsuaian 
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pelrnyataan dari objelk pelnellitian 

delngan mlakna yang telrkandung 

delngan konselp-konselp dasar dalaml 

pelnellitian telrselbut (Nurfalah Seltyawati 

elt al., 2023). 

 

Hasil dan Pelmlbahasan 

Dari hasil pelnellitian ini ditelmlukan 2 

telmla utamla yang mlelnjadi inti 

pelrmlasalahan dalaml pelnellitian ini 

diantaranya:  

1. Gamlbaran dilelmla eltik 

“P1Q1A1: Ya, Pelrnah. Selringkali di 

ancaml olelh kelluarga pasieln”. 

“P1Q2A2: Pelrlawanan pasieln 

telrhadap saya saat dikeltahui 

dirinya telrinfelksi HIV. Pelrnah saya 

ditellelpon dan diancaml bila hasilnya 

dicelk kelmlbali dan tidak selsuai 

mlaka saya akan dibunuh”. 

“P2Q1A1: Ya, Pelrnah. Selringnya di 

ancaml tapi kamli sudah biasa”. 

“P2Q2A2: Pelrlawanan pasieln kel 

kamli bila dikeltahu hasilnya positif 

telrinfelksi HIV. Biasanya itu 

kelluarganya yang mlelngamluk & 

mlarah”. 

“P3Q1A1: Ya, Pelrnah dimlarah-

mlarah dan diancaml olelh kelluarga 

pasieln. Biasanya pasieln kalau tahu 

dia telrinfelksi HIV itu seldih & takut. 

Lelbih selpelrti tidak pelrcaya”. 

“P3Q2A2: Pelrlawanan kelluarga 

pasieln/pasieln kel kamli bila 

dikeltahui hasilnya positif telrinfelksi 

HIV”. 

Dari kelsimlpulan telrselbut pelnelliti 

dapat mlelnjellaskan bahwa adanya 

pelrlawanan dari kelluarga dan 

pasieln mlelngelnai status kelselhatan 

pasieln yang telrdiagnosa HIV 

mlelrupakan bagian dari belntuk 

dilelmla eltik yang dialamli olelh 

telnaga kelselhatan. Hal ini seljalan 

delngan pelnellitian yang dilakukan 

olelh (Khoiroh elt al., 2020) telntang 

dilelmla eltik pada 4 pelrawat di 

Jelpang, didapatkan hasil bahwa 

dilelmla eltik telrselbut belrkaitan 

delngan isu-isu telntang mlartabat 

atau harga diri pasieln, hubungan 

antara pasieln dan kelluarga, doktelr 

dan staf, pelrlindungan informlasi 

pasieln, kelsellamlatan pasieln, hak 

pasieln, kualitas pellayanan pasieln, 

kelrahasiaan, kondisi kelrja pribadi, 

kondisi kelrja karyawan dan mloral 

profelssional. Pelnellitian lain olelh 

yang mlelndukung olelh (Nelngsih elt 

al., 2022) yang mlelnjellaskan 

damlpak dari dilelmla eltik bagi 

telnaga kelselhatan diantaranya 

damlpak elmlosional selpelrti 

timlbulnya rasa mlarah, strelss, 
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frustrasi, dan timlbul rasa takut 

pada saat prosels pelngamlbilan 

kelputusan.  

 

2. Tanggungjawab hukuml telnaga 

kelselhatan 

“P1Q8A8: Saya tidak mlelngeltahui 

selcara deltail UU dalaml bidang 

kelselhatan dan bagaimlana 

tanggungjawab hukuml telnaga 

kelselhatan”. 

P1Q9A9: Bila dilaporkan, kamli akan 

mlelnunjukan bukti selsuai delngan 

hasil pelmlelriksaan”.  

“P1Q12A12: Untuk informlasi dan 

data pasieln selbelnarnya tidak bolelh 

kamli buka namlun, bila pasielnnya 

delngan kondisi yang kritis dan 

tidak sadarkan diri kamli teltap 

mlelnginfokan kelpada kelluarganya. 

Selpelrti contoh pasieln tadi “Dia 

baru datang delngan diantar 

kelluarganya dan baru pelrtamla kali 

amlbil darah tels HIV telrnyata 

telrbukti. Kondisi pasielnnya 

pelndelngaran lelmlah, belrbicara 

tidak jellas, padangan kosong dan 

tidak focus. Telrpaksa delngan 

kondisi telrselbut saya mlelnginfokan 

kelpada kelluraga yang 

mlelnelmlaninya”.  

P1Q13A13: Telragantung IC 

biasanya kamli lakukan delngan dua 

cara yaitu lisan dan telrtulis. Kamli 

mlellihat dan mlelnelntukan dari 

kondisi pasieln yang datang”. 

 “P2Q8A8: “Saya kurang 

mlelngeltahui itu bu. Pelrnah delngar 

tapi tidak belgitu tahu banyak”.  

P2Q9A9: Biasanya kalau diancaml 

untuk dilaporkan kamli biarkan saja 

dan hamlpir selbagaian belsar yang 

mlelngancaml tidak pelrnah datang 

kelmlbali” 

“P2Q10A10: Pelmlelriksaan yang 

dilakukan yaitu hasil lab lelngkap 

dan diagnosa dari doktelr”. 

 

Dari hasil wawancara dapat 

disimlpulkan bahwa adanya dugaan 

pellanggaran kodel eltik profelsi dalaml 

pelnelrapan informleld conselnt (IC) yang 

tidak selsuai delngan SOP. Pellanggaran 

telrselbut akan belrdamlpak pada 

pelrbuatan mlellawan hukuml hal ini 

diselbabkan karelna mlinimlnya informlasi 

UU telrkait tanggung jawab hukuml 

telnaga kelselhatan, bukti hukuml yang 

selsuai delngan keltelntuan pelrundang-

undangan, dan pellanggaran kodel eltik 

profelsi di Poli VCT Puskelsmlas Selntani 

selhingga keldelpan sangat dipelrlukan 

adanya eldukasi telrkait tanggung 
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jawab hukuml telnaga kelselhatan guna 

mlelnghindari telnaga kelselhatan telrlibat 

dalaml pelrsoalan hukuml. Hal ini 

seljalan delngan pelnellitian yang 

dilakukan olelh (Putra, 2020) Suatu 

tindakan dapat digolongkan selbagai 

tindakan mlalpraktelk haruslah 

mlelmlelnuhi ellelmleln-ellelmleln yuridis 

selbagai belrikut : 

1. Adanya tindakan, dalaml arti 

“belrbuat” atau “tidak 

belrbuat” (pelngabaian) 

2. Tindakan telrselbut dilakukan 

olelh telnaga ahli atau olelh 

orang lain di bawah 

pelngawasannya 

3. Tindakan telrselbut belrupa 

tindakan mleldik, baik belrupa 

tindakan diagnostik, telrapi, 

atau mlanagelmleln mleldis 

lainya 

4. Tindakan telrselbut dilakukan 

telrhadap pasieln 

5. Tindakan telrselbut dilakukan 

selcara: 

a) MLellanggar hukuml, dan 

atau 

b) MLellanggar kelpatutan, dan 

atau 

c) MLellanggar kelsusilaan, 

dan atau 

d) MLellanggar prinsip-prinsip 

profelsionalitas. 

6. Dilakukan delngan 

kelselngajaan atau keltidak 

hati-hatian (kellalaian, 

kelcelrobohan); 

7. Tindakan telrselbut 

mlelngakibatkan pasielnnya 

mlelngalamli : 

a) Salah tindak, dan atau 

b) Rasa sakit, dan atau 

c) Luka, dan atau 

d) Cacat, dan atau 

e) Kelmlatian, dan atau 

f) Kelrusakan pada tubuh 

dan atau jiwa, dan atau 

g) Kelrugian lainnya telrhadap 

pasieln yang 

mlelnyelbabkan telnaga 

kelselhatan harus 

belrtanggungjawab selcara 

admlinistrasi, pelrdata, 

mlaupun pidana. 

 

Kelsimlpulan  

Telnaga Kelselhatan dalaml  

mlelnjalankan pelranya telntu tidaklah 

mludah ada hamlbatan-hamlbatan yang 

dialamli olelh telnaga kelselhatan yang 

sulit pelnyellelsaiannya bahkan dapat 

dituntut olelh kelluarga pasieln mlaupun 

pasieln akibat kellalaian atau 
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hamlbatan-hamlbatan yang tidak 

telrsellelsaikan. Belntuk tanggung jawab 

hukuml selpelrti dapat belrupa sanksi 

(a). sanksi admlinistratif, belrupa 

pelnurunan atau pelnundaan kelnaikan 

pangkat atau pelnsiun dini atau bahkan 

dikelluarkan dari dinas delngan tidak 

hormlat, (b). sanksi pidana, belrupa 

hukumlan pelnjara dan delnda dan (c) 

sanksi pelrdata, belrupa ganti rugi uang 

atau mlatelriil. 

Telnaga kelselhatan tidak selcara 

langsung dituntut dan dikelnakan 

sanksi mlellainkan ada juga 

pelrlindungan hukuml yang ditelrimla 

sellamla mlellaksanakan tugas selsuai 

delngan standar pellayanan, standar 

profelsi, standar proseldur opelrasional 

dan keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan. Ada dua sarana 

pelrlindungan hukuml lainnya yaitu, 

pelrlindungan hukuml prelvelntif yaitu 

mlelncelgah telrjadinya selngkelta mlellalui 

dikelluarkannya undang-undang 

telntang surat ijin praktelk seldangkan 

pelrlindungan hukuml relprelsif yakni 

selbagai suatu belntuk pelrlindungan 

hukuml yang mlelngarah telrhadap 

pelnyellelsian selngkelta. Pelrlindungan 

hukuml relprelsif yang dibelrikan 

pelmlelrintah belrupa pelnelrapan 

selngkelta mlellalui pelradilan umluml 

apabila telrjadi mlalpraktik olelh doktelr 

mlaupun pelrawat. 

 

Saran 

Diharapkan pelnellitian dapat 

mlelmlbelrikan mlasukan dan tamlbahan 

informlasi bagi telnaga kelselhatan 

dalaml mlellaksanakan pellayanan 

delngan mlelmlpelrhatikan hal-hal telrkait 

informleld conselnt, eltika profelsi, dan 

standar proseldur selrta dapat 

dieldukasikan tanggung jawab hukuml 

dan pelrlindungan hukuml bagi telnaga 

kelselhatan.   
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